REALISASI RETRIBUSI DAERAH SUMUT OVER TARGET

Sumber gambar: https://waspada.co.id/

MEDAN, Waspada.co.id — Realisasi penerimaan retribusi dan pendapatan lainnya
Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melebihi target (over target). Hingga 30 November 2022,
penerimaan retribusi dan pendapatan daerah sudah mencapai 156,12 persen.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Evaluasi Realisasi Penerimaan Retribusi dan
Pendapatan Lainnya Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2022, yang dipimpin Sekretaris
Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Arief S Trinugroho, di Ruang Rapat kantor Gubernur
Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Selasa (13/12).

Sekdaprov Sumut, Arief S Trinugroho, mengapresiasi sejumlah organisasi perangkat
daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang berhasil mencapai target. Serta
mengingatkan sejumlah OPD yang belum mencapai target segera merealisasikannya.

Arief juga mengingatkan para pengelola retribusi daerah untuk tidak meniggalkan
piutang pada tahun ini. Segala kendala yang terjadi perihal piutang retribusi, agar segera
diselesaikan dengan Inspektorat Sumut. “Saya minta segera direalisasikan sesuai target yang

ada,” ucap Arief.

Sumber Berita:

1. https://waspada.co.id/2022/12/realisasi-retribusi-daerah-sumut-over-target/, 13/12/22.

2. https://rri.co.id/medan/bisnis/111699/realisasi-retribusi-daerah-sumut-over-target,
13/12/22.
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Catatan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pasal 1 angka 22, 25 dan 26

22. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

25. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati
pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.

26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-
undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut
retribusi tertentu.

Pasal 87

(1) Jenis Retribusi terdiri atas:
a. Retribusi Jasa Umum;
b. Retribusi Jasa Usaha; dan
c. Retribusi Pedzinan Tertentu.

(2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin
tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati
pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.

(4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang
digunakan/ dinikmati.

Pasal 88
(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi:
a. Pelayanankesehatan;
b. Pelayanan kebersihan;
c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
d. Pelayanan pasar; dan
e. Pengendalian lalu lintas.
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(2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut Retribusi
apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan
nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

(3) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa
Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b meliputi:

a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat
kegiatan usaha lainnya;
b. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk
fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;

Pelayanan jasa kepelabuhanan;

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
J. Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi

organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak
mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a. Persetujuan bangunan gedung;
b. Penggunaan tenaga kerja asing; dan
c. Pengelolaan pertambangan ralgrat.

(5) Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaim4na dimaksud pada ayat (4) huruf a
merupakan pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh Daerah.

(6) Retribusi penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b
merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana
penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.

(7) Retribusi pengelolaan pertambangan ralgiat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf
¢ merupakan pungutan Daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin
pertambangan ralgrat olen Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi
kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara.
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(8) Penambahan jenis Retribusi selain jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(9) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
antara lain:
a. Objek Retribusi;
b. Subjek dan Wajib Retribusi;
c. Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi; dan
d. Tata cara penghitungan Retribusi.

Pasal 90
Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan
jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 91

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan jumlah
penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah
untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 92

(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan nilai rupiah yang
ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau
bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 93

(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ditinjau kembali paling lama 3
(tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan
penambahan objek Retribusi.

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Perkada.
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